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bahwa usaha menunjang peningkatan pembinaan
dan pengembangan Kegialan olah raga, serta pem-
binaan pelestarian kesenian di Kabupaten Daerah
Tingkat I Bandung, merupakan tanggung jawab
bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat:

bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab bersama
tersebut, perlu adanya peran serta masyarakatdalam
bentuk pengumpulan dana;

bahwa pelaksanaan pengumpulan dana bagi kepen-
tingan olah raga dan kesenian itu, perlu ditetapkan
dalam Peraturan Daerah.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah;

Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pe-
ngumpulan Uang atau Barang;



4. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951 tentang
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pe-
ngajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan-pengumpulan Sum-
bangan;

o0

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tentang
Penvelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik
Berat pada Daerah Tingkat II:

9. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1967 tentang
Komite Olahraga Nasional Indonesia;

10. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1983 tentang
Pembinaan Perekaman Video:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
kepada Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Bandung No. IV Tahun 1977 tetang Tatacara Mem-
buat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran
Daerah, vang telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Bandung No. [V
Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT [I BANDUNG TENTANG DANA OLAH .
RAGA DAN KESENIAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

"Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat !I Bandung;

"Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Bandung;

"Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bandung;

"DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bandung;

"Dinas Pendapatan Daerah” adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Bandung;

"Kas Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bandung;

"Olahraga" adalah kegiatan keolahragaan vang dibina oleh Pemenntah
Daerah;

"Kesenian" adalah kegiatan kesenian yvang dibina olek Pemerintah
Daerah;

"Dana Olahraga dan Kesenian” adalah dana vang dikumpulkan dari
setiap penyelenggaraan pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian yang

diperuntukan bagi pengembangan, pembinaan dan peningkatan prestasi
olabraga serta pelestarian kesenian di Daerah.

BAB II
CBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Obyek dana adalah fasilitas dan sarana pertunjukan hiburan, olahraga
dan kesenian yang diselenggarakan di Daerah;
Subyek dana adalah para pemakai jasa pertunjukan hiburan olahraga
dan kesenian.

BAB 11
PENGECUALIAN DAN KERINGANAN

Pasal 3

Yang dikecualikan dari pengumpulan dana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan -
Daerah ini adalah pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian yang tidak
dipungut bayaran.



Pasal 4
(1) Permohonan untuk mendapatkan keringanan dari pengenaan pengum-
pulan dana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diajukan
kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan Keringanan ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

BAB 1V
BESARNYA DANA

Pasal §
(1) Besarnva Dana Olahraga dan Kesenian adalah -

a. Untuk Bioskop dar setiap Harga Tanda Masuk :

1) Kelas /& SEBERT wonumvitiiiiimiessms e Rp. 100,00
2) Kelas B SEDESAT scvawusvivmsissonvsmmsssssassmos Rp. 75,00
3) Kelas IC SEIRSHT ..onvnnemmosnsssssvnmsesivsssnssommssses Rp. 50,00
b. Untuk Kaset-kaset Hiburan dari Harga sewa setiap Kkaset :
1} Laser disk SebeSAr ocwvmmmmmarmmmswevis Rp. 250,00
2) Compact disk SEDESAT ....ccvusmcinsmensossisrnsiassnosns Rp. 100,00
3} Viden Game SEbEREY jovnsssmsmmsssmimss Rp. 50,00
) Video Kasel SEBOSAT .coumenmnssisvmmmmsaamns Rp. 50,00

(2]

Untuk pertunjukan hiburan olahraga dan kesenian lainnva dari
setiap Harga Tanda Masuk :

1) Di atas Rp. 10.000,00 sebesar ........coocue.n..... Rp. 300.00
2) Di atas Rp. 3.000,00 s/d Rp. 10.000.00
o S — Rp. 300.00
3) Di atas Rp. 2.000,00 s/d Rp. 5.000,00
BEDERET visnmaaim aionasisnsis s isteonsnsnssmmsmnnnnsns Rp. 150,00
4) Di atas Rp. 1.000,00 s/d Rp. 2.000,00
SEERAT o T T T e Sevessaie Rp. 75,00
5) Rp. 300,00 s/d Rp. 1.000,00 sebesar ............ Rp. 50,00
BAB V
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DANA
Pasal 6

Pengumpulan dana olahraga dan kesenian dilaksanakan oleh Dinas Pen- °
dapatan Dacrah.



Pasal 7
Hasil pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan
Daerah ini harus disetorkan kepada Kas Daerah.

Pasal 8
Tata cara penetapan, pengumpulan dana penyetoran dana olahraga dan
kesenian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA

Pasal 9
Penggunaan dana olahraga dan kesenian ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10
Bupati Kepala Daerah melakukan pengarahan dan pengawasan dalam
penggunaan dana olahraga dan kesenian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT [l BANDUNG
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,
Cap/ttd Cap/ud
H. HOLIL SUKARDI H. U. HATTA. D



Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Nopember 1994 No.
188.342/SK.1781-Huk/1994.
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